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BUPATI BOJONEGORO,

bahwa arsip merupakan dokumen yang autentik dan
terpercaya diperlukan sebagai sumber informasi, jati diri
dzerah  dalam pengambilan kebijakan pemerintahan
schingga harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna
mendukung akuntabilitas kinerja, meningkatkan lkualitas
pelayanan publik dan penyvelenggaraan administrasi serta
pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah;

. bahwa kearsipan merupakan urusan wajib Pemerintah
&

Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem kearsipan
vang Lkomprehensif, fterpadu dan berkesinambungan
berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;
baehwa untuk landasan dan arah dalam penataan
kearsipan di Kabupaten Bojonegoro, perlu diatur dalam
Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

L.

2.

dalam hurul &, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Perzturan Daerah tentang Kearsipan;

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194 5;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten/Kota  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemeor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentulan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tenpgah, Jawa Baral dan Daerah
[stimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4846];
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (entang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomeor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 507 1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah bebgrapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubshan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomar 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nameor 6301};
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 53587 sebagaimana
telah beberapa kali diubak terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6856];

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286},

Peraturan Presiden Nemor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 188);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenpgaraan Sistemn Informasi Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 707];

10, Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip DI Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2022 Nomor
969);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan I[nformasi
Kearsipan Nasional (JIKN];

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomeor 19 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2012
tentang Desain Pemmbinaan Kearsipan pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2012
tentang Standard Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pelalksanaan Program Arsip Vital,

Peraturan Kepala Arsip Nasionzl Nomor 22 Tahun 2015
lentang Tata Cara Penctapan Jadwal Retensi Arsip;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemhbentukan Depol Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015
tenrang Imbalan Penverahan Arsip Stalis;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Alcses Arsip Dinamis;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman Penvusulan Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017
tentang Geraken Nasional Sadar Tertip Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomar €@ Tahun 2018
tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019

tentang Pengawasan Kearsipan,

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi,

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Tata Naskah;

2& Peraturan...



28. Peraturan Daerah Provinsi Jawe Timur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyvelengparaan Kearsipan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Sern D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomar
o1l

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN BOJONEGORO

Menetapkan

dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEARSIPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagail unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerinishan  yang menjadi
kewenangan daerah olonom.

Buparti adalah Bupati Bojonegoro.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Dacrah dan Dewan Perwakilan Rekyal Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesual dengan
kewenangan Daecral,

5 Lembaga Kearsipan Daerah adalah Organisasi Perangleat
Daerah yang membidangi nirusan kearsipan.

£ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibaniu Perangkat
Desa sebagai unsur penyclenggara pemernntahan Desa.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjuinya disingkat
BUMD adalah badan usaha vang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalu
peEnyvertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
pemerintah daerah yang dipisahkan.

8. Lembapa Pendidikan adalah lembaga atau tempat

berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah
tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi

sosial dengan lingkungan sekitar.

9. Kearsipan.....
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Kearsipan adalah hal-hal vang berkenaan dengan arsip.

10, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

11,
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1.

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunilkasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahman, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Arsip aiktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan atau torus mensrus.

Arsip inaktil adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan  dasar bagl kelangsungan operasional
pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip asset adalah informasi mengena: sumber daya
ekonomi  vang dikuasal  danfatau  dimiliki  ocleh
pemeriniah maupun pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ckonomi
dan/atan sosial di masa depan diharapkan baik cleh
pemerintah dacrah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satiian nang, termasuk sumberdava non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat wmum dan sumber daya yang dipelihara
lkarena sejarah dan budaya.

Arsip umumn adalah arsip yang tidak termasuk arsip
terjaga,

Arsip statis adalah arsip yvang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai puna kesejarahan, telah habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang
telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung cleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan

atau Lembaga Kearsipan Dasralh,

18. Arsip terjaga...
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Arsip teriaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus

dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannyva,

. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kempetensi

dibidang kearsipan yang diperclelh melalul pendidikan
formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

Tenaga kearsipan adalah seseorang yvang mendapat tugas
di bidang kearsipan serta mempunyai [ungsi dan
tangoung jawab meclaksanzkan kegiatan kearsipan.
Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil
kewenangan hulkum dan otorisasi legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.

Pencipta Arsip adalah phak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip
dinamis.

Lembaga Pencipta Arsip adslah lembaga yang
mempunyal  kemandirian dan  otoritas  dalam
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang
pengelolaan arsip dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip vang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di ingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyal tugas dan tangoung jawab dalam
penyelenggzarasn kearsipan.

Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
Penyusutan arsip adalah kepiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahkan arsip inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang
tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis

kepada lembaga kearsipan.

28. Penyelenggaraan. .
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Penyelengparaan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi  kebijakan, pembinaan kearsipan, dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistern kearsipan daerah
yang didukung oleh sumber dava manusia, sarana dan
prasarana, serta sumber daya lainnva.

Pengelalaan arsip dinamis adalah proscs pengendalian
arsip dinamis secara efisien, efelktf, dan sistematis
meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan,
scria penyusutan.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip
gtatis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi
alkuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,
pendayvagunaan, dan pelayvanan publik dalam suatu
sistem kearsipan daerah.

Aluisisi  arsip statis  adalah  proses penambahan
khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang
dilaksanakan melalul kegialan penyerahan arsip statis
dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepadsa
lembaga kearsipan.

Sistem Kearsipan Nasionial vang sclanjutnya disingkat
SKN adalah sistem yang membentuk pola hubungan
berkelanjutan antar berbagai komponen vang memiliki
fungsi tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur
lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan
kearsipan sccara nasional.

Sistern Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnysa
disinpkat SIKN adalah sistemn informasl arsip secara
nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi
kearsipan nasional.

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang sclanjuinya
disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan
sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKD adalah sistem yang membentuk pola hubungan
berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan

dilingkungan Kabupaten Bojonegoro.

36, Sistem......
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Sistemn Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya
disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip dinamis
yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga
Kearsipan Daerah yang mengpunakan sarana jaringan
informasi kearsipan Kabupaten Baojonegoro. Aplikasi
SRIKANDI adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Arsip
Nasional Republik [ndonesia.

, Sistern Informasi Kearsipan Slalis yang sclanjutnya

disebut sebagal simpul JIKN adalah sistem inflormasi
arsip statis vang dikembangkan dan dikelola oleh
Lembaga Kearsipan Daerah vang menpggunakan sarana
jaringan intormasi kearsipan Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pencarian Arsip vang selanjutnya disingkat DPA
adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilal guna
kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung
oleh Lemmbaga Kearsipan Daerah dan dicari oleh Lembaga

Kearsipan Daerah serla diumumkan kepada publik.

. Daftar arsip adalah daftar berisi data dan identitas arsip

yvang diperlukan dalam penemuan dan penyusutan arsip.
Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan pada
pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Dacrah yang
melaksanakan Kegiatan penyelenggaraan kearsiparn.
Pemeliharaan arsip adalah kegialan menjaga keutuhan,
keamanan, dan keselamalan arsip baik fisik maupun
informasinya.

Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan
penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang
berhak.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam
suatu himpunan yang lersusun secara sistematis dan
logis sesual dengan konteks kegiatannya sehingga
menjadi satu berkas karena memiliki hubungan
informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari

suat unit kerja.

. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan fentang jenis,

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.

435. Klasifikasi Arsip...
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Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip sccara
berjenjang dari hasil pelaksanaan [ungsi dan tugas
instansi menjadi beberapa Xatepori unit informasi

kearsiparn.

. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan

informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan
dampak yang ditimbulkannys terhadap kepentingan dan
keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
Klasifikasi akscs arsip adalah kategori pembatasan akses
terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan
arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
tertentiy,

Program arsip vital adalah undakan dan proscdur yang
sistematis dan terencana vyang bertujuan untuk
memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip
vital pencipta arsip pada saat darural atau setelah lerjadi
musibah.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka wakrtu
penyimpanan atzu retensi, jenis arsip dan keterangan
vang berisi rexomendasi tentang penetapan suatu jenis
arsip dimusnahlkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan vang dipergunakan sebagai pecdoman

penyusutan dan pesnyelamatan arsip.

. Autentikasi arsip adalah proses pemberian tanda dan

atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesual
dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan
bahwa arsip vang diautentikasi adalah asli atau sesuai
dengan aslinya.

Alih media arsip adalah transfer informasi dari rekarman
vang berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan
efisiensi.

Preservasi arsip adalah upaya perlindungan arsip yang
dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan dan

kelestarian fisik arsip maupun informasi arsip

54, Masvarakat...
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3% Masyarakat adalah sctiap orang, kelompok orang atau
lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang kearsiparn.

55, Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga
masyarakal untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya dalam penyelenggaraan kearsipan di
daerah.

56. Organisasi profesi Arsiparis adalah perkumpulan vang
berbadan hukum yang didirikan oleh Arsiparis untuk
mengembangkan prolesionalitas Arsipars.

57. Kompetensi adalah kemampuan kerja setlap individu
vang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan
kerja yang sesual dengan standar vang ditetaplkan.

58. Standar Pelayunan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajlb yvang berhak diperoleh setiap warga
negara secars minimal.

2 Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha vang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui
penyertaan secara langsung vang berasal dari kekayaan
pemerintah Daerah yang dipisahkan.

60, Organisasi politik adalah organisasi alau kclompok yang
bergerak atal berkcpentingan atau terlibal dalam proses
politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan

dalam menentukan nasib bangsa tersebut,

BaB 11
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagal pedoman untuk

memberikan kepastian hukum dalam kearsipan di Daerah.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Kearsipan di Dacrah bertujuan untuk:

(=

menjamin terciptanya arsip dari kegiatan vang dilakukan
oleh penyelenggaraan Perangkat Daerah, Pemerintah
Desa, BUMD, satuan pendidikan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perorangan, serta
Lembaga Kearsipan Daerah sebagai penyelenggaran

Kearsipan Dacrah;

.menjamin ketersediaanya arsip yang autentik dan

terpercaya sebapai alat bukti yang sah;

.. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip vang andal dan

pemanlaatan  arsip sesuel kelentuan peratiarar

perundang-undangan;

. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-nak

keperdataan rakyat melalud pengelolaan dan pemanfaatan

arsip vang autentik dan terpercaya,

. mendinamiskan penyvelenggaraan Kearsipan Dacrah

sebagai suatu sistem komprehensif dan terpadu;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai buku
pertangpungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara;

.menjamin  keselamatan aset daerah dalam  bidang

ckonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, scrta

keamanan sebagai identitas jati diri bangsa; dan

.meningkatikan  kualitas  pelayanan publik  dalam

pengelolaan dan pemanflaatan arsip yang autentik dan

terpercaya di daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

kearsipan di Daerah herasaskan:

B o

kepastuan hukum;

keautentikan dan keterpercayaan;
keutuhars;

asal usul (principle of provenance);
aturan ashi (principle of original order);
lreamanan dan keselamartan;

g. keprofesionalan ...
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keprefcaionalan;
keresponsifan;
keantisipatifan;
kepartisipatifan;
aleuntabilitas;
lemanlaatan;
caxsesbilitas: dan

kepentingan Wmun.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruarg lingkup kearsipan di Daerah meliputi penetapan
kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan
pengelolaan arsip dalam suatu Sistem Kearsipan Daerah
vang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sprana, serta sumber daya lain sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangar,

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD,
lembagn pendidikan, organisasi politik, organisasi

kemasvaralkaian dan perseorangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesat

Umam
Paszal 6

Penyelenggaraan kearsipan di Daerah merapakan
tanggung jawab Bupaltl.

Tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan kearsipan
di Daerah sebapaimana dimaksud pada ayar (1)

dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

(3) Tanggung jawab...
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Tangeung jawab Bupat dalam penyclenpgaraan kearsipan
di Daerah sebagaunana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan:

a. penctapan kebijakan;

b. pembinaan dan pengawasan kearsipan; dan

c. pengelolaan arsip.

Paragraf 1

Fenetapan Kebijakan

Pazal ¥

Penetzpan kebijakan penyeclenggaraan kearsipan di Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huraf a,

meliputi bidang:

A,
b.

s

I e

2]

aq

(1)

pembinaan dan pengawasan kearsipan;
pengelolaan arsip;
pembangunan Sistcm  Kearsipan Daerah  berbasis

teknologl informasi dan komunikasi;

. Organisasi;

pengembangan sumber daya manusia;

PTE S TETLEL dan BArana,

. perlindungan dan penyelamatan arsip;

k.

kerjasama; dan

pendanaan.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Pasal &

Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah
kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik,
Organisasi Kemasyarakatan dean Perseorangan.
Pembinaan kearsipan di Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan
Daerah.

{3) Pembinaan ...



(3)

(4)

(3)

(1)

(2]

(3]
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Pembinaan kearsipan di Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;

h. penyvusunan pedoman kKearsipan;

¢, pengawasan kearsipan;

d. pemberian  bimbingan, supsrvisi dan konsultasi
pelaksanaan kearsipan;

¢. bimbingan teknis arsip; dan

{. perencanzan, pemantauan dan evaluasi.

Pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan

Pericipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan pada Pencipta

Arsip.

Untuk melindungi kepentingan negara, Daerah dan hak-

hak keperdataan masyarakatl, Lembaga Kearsipan Daerah

dapat bekerja sama dengan instansi lerkail melakukan

pembinaan Kearsipan terhadap lembaga swasta dan

masyarakat vang melaksanakan kepentingan publik.
Pasal @

Lembaga Kearsipan Dacrah melakukan kegiatan
pembinaan  dan sosialisasi  kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurufl a, dalam mewujudkan
masyarakat sadar arsip.

Pernbinaan dan pengawasan kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalul keglatan
bimbingan teknis dan penyuluhan serta penggunaan
berbagal sarana media komunikasi dan informasi di
Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kearsipan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta Arsip.
Pasal 10

Pengawasan kearsipan sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3] huruf b dilakukan oleh Lembaga Kearsipan

dan/atau unit kearsipan.

(2) Pengawasan...
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(3]

(3)

(2]
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Pengawasan kearsipan mcliputi pengawasan  aias
pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di Daerah.

Dalam hal Pengawasan kearsipan di hingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Pemcrintah
Daerah yvang ditetapkan oleh Bupati.

Pengawesan kearsipan di linglkungan BUMD,
dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan

sesual wilavah kewenangannya.

Faragral 3
Pengelolaan Arsip

Pasal 11

Pengelolaan arsip sebugaimana dimaksud dalam Pasal &
avat [3) huruf ¢, dilakukan terhadap arsip dinamis dan
arsip statis.

FPengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
Pengelolaan arsip siatis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan
Pagal 12

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan kearsipan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
Pemerintah Dacrah menyusun rencana penyelenggaraan
kearsipan.

Rencana penyelenggaraan  kearsipan  sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) meliputi:

&, rencana strategis penyelenggaraan kearsipan Daerah;
b. rencana kerja Pemcrintah Kabupaten; dan

c. renicana kerja dan anggaran lembaga Kearsipan Daerah.

(3) Penyusunan...
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Penyusunan  Rencana  penyclenggaraan — kearsipan

schagaimana dimaksud pada ayat (2} mengacu pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD); dan

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPJIMD).

Pasal 13

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
avat (2] huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerinlah Dacrah dan Rencana Kerja dan
Angparan Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat {2) hurul b dan hurul ¢
disusun untuk jangka waktu I {satu) tahun.

Pasal 14

Dalam menvusun Fencana Stratepis sebagaimana dimalosud
of =

dalam Pasal 13 avat [1), Lemmbaga Kearsipan dapat melibatkan

pemangku kepentingan.

(1)
(2)

(3

Bagian Ketiga

l.embaga Kearsipan Daerah
Pasal 15

Bupati wajib membentuk Lembags Kearsipan Daegrah.
Pembentukan Lembaga Kearsipan Daersh ssbagsimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang
diterima dari:
. Perangkat Daesrah;
. Pemerintah Desa:
. BUMD;
. Lembaga Pendidikan;
. Perusahaan;

Organisasi politik;
. Drpanisasi kemasyarakatan; dan

oo

o 1 S S S o T

. Perorangan.

Pasal 16......



A
Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3), Lembaga Kearsipan Daerah memiliki tugas
melaksanakan:

a. pengelolaan arsip inaktif yang mermiliki retensi sckurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun yvang berasal dari Perangkat
Daecrah dan Pemerintah Desa; dan

b. pembinaan kearsipan tcrhadap Penecipta Arsip di
lingkungan Perangkal Daerah, Pemerintah Desa, BUMD,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Polink,

Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan.
Pasal 17

(1] Lembaga Kearsipan Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 avat (1), harus dipimpin cleh pegjabat pimpinan
tinggi pratama dan memiliki kompetensi sesual bidangnyva.

(2] Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dipercleh melalui pendidikan dan pelatiban kearsipan.

Bagian Keempal

Pembangunan SKD Berbasis Teknologi Informasi dan Kemunikasi

Pazal 18

(1) Dalam pembangunan dan pengelolaan SKD berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, Lembaga Kearsipan
Daerah herkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggaralkan UIisan permerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika.

(2) Perangkat Daerah menjamin kemudahan, kecepatan dan
ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip
dengan menggunakan peralatan teknaologi informasi dan
komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pusat
data Perangkat Daerah melalui SIKD dan aplikasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinarmis Terintegrasi atau SRIKANDL

[3) Konfigurasi pusat data Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi konfigurasi pusat data

arsip dinamis dan arsip statis.

(4) Konfigurasi......
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Konfigurasi pusat data arsip dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], berlaku sistem akses arsip
tertutup dan/atal terbatas berdasarkan Sistern Klasifikasi
Keamanan Akses Arsip Dinamis,

Konfigurasi pusat data arsip statis di Lembaga Kearsipan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku
sistem akses arsip terbuka.

Ketentuan mengenal SIKD dan aplikasi SRIKANDI diatur

lebin lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19

Pengorganisasian pusat data arsip terpusat pada Lembaga

Kearsipan Daerah.

Pengorganisasian pusat data sebagaimana dirnaksud pada

avat (1) terdirt:

a. pusat data arsip inaktil yang memiliki retensi paling
singkat 10 {sepulizh) tahun;

b. pusat data arsip vital; dan

¢, pusat dara arsip statis.

Pasal 20

Dalam pemanfaatan arsip statis, Lembaga Kearsipan

Daerah menjadi simpul JIKN.

Penggunaan JIKN schagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk:

a, memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran
arsip statis;

b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip
statis; dan

c. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman
pengetahuan di bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan sebagal simpul JIEN sebagaimana

dimeksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Dacrah

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemermlah

Desa, BUMD, Lembaga Pendidikan, Perusahaan,

Organisasi  Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan

Perorangan, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa

Timur serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Kellima...



(1)

(2]

(3]

- 19 4

Bagian Kclima

Organisasi Kearsipan
Pasal 21

Organisasi kearsipan di Daerah terdiri atas unit kearsipan
pada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah.

Unit kearsipan di daerah scbagaimana dimalksud pada
ayat (1}, wajib dibentuk oleh Perangkat Daerah,
Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga Pendidikan,
Perusahaan, Organisasi  Politik  dan  Organisasi
Kecmasyarakatan.

Ketentuan mengenal organisasi kearsipan sebagaimana
dimaksud pada aval (1), diatur lgbih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Bagian keenam

Unit Kearsipan

Basal 22

Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud

da
a.

lges

(1)

lam Pasal 21 ayart (1), memiliki fungsi:
pengelolaan  arsip inaktif dari wunit pengolah di
lingkungannya;

. pengalahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;

pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;

. penyverahan arsip stalis oleh pimpinan Pencipta Arsip

kepada Lembaga Kearsipan Daerah; dan

. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka

penyvelengparaan kearsipan di lingkungannya.

Pasal 23

Pencipta Arsip sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 21
bertangeuing jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan
rmelalul SIKD.

Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan
sebagimana dimaksud pada ayvat (1] dilakukan oleh unit

kearsipan pada masing-masing Pencipta ATsip.

(3] Unit kearsipan...
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(3] Unit kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip

schagaimana dimeksud pada ayat (2), menjadi tanggung
jawaly sekretariat pada Perangkat Daerah. Pemerintah
Desa, BUMD, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi

Politik dan Organisasi Eemasvarakatan.

Pasal 24

Unit kearsipan sebagzimansz dimaksud dalam Pasal 21

hertugas:

2.

el

(1)

2]

(3)

melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di

lingkungannya;

.mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi

dalam kerangka SKN dan SIKN;

melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungannya;

. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan

Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Dacrah; dan
melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka

penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia

vang memiliki kompctensi kearsipan.

Sumber daya manusia schagaimana dimaksud pada avat (1)

terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang

mermniliki kompetensi den  profesionalisme di bidang
kearsipan.

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia

sebagaimane dimeaksud pada ayat |1) melalui:

a. penempatan jabatan Pegawal Negeri Sipil yang
berkedudukan sebhagai tenaga manajerial yang memiliki
kompetensi dan profesionalitas di bidang kecarsipan;

b. penempatan arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah
dan Perangkat Daerah;

c. pengangkatan tenaga pengelola arsip dari Pegawai Negeri
Sipil pada Perangkat Daerah;

d. pengadaan...
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(5]

6]

(2]

(1)

] i

d. pengadaan sumber dsya manusia non Pegawal Negeri
Sipil yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di
bhidang kearsipan sesual dengan  kebutuhan dan
Kemampuan daerah.

Pemerintah  Daerah  melaksanakan — pengembangan

arsiparis.

Pengembangan arsiparis sebagaimana dimalksud pada ayal

(4] dilaksanakan melalui upaya:

a. pengadaan arsiparis;

b. pengembangan kompetensi dan prolesionalitas arsiparis
melalui penyelenggaraan, pengaturan serta pengawasan
nendidikan dan pelatihan kearsipan;

¢, pengaturan peran dan kedudukan huloum arsiparis;

d. standar minimal jumlah arsiparis; dan

e. penvedizaan jaminan kesshatan dan tunjangan profesi
untuk sumber daya kearsipan.

Kefentuan mengenal kedudulan hukum, kewenangan,

kompetensi, pendidikan dan pelatiban arsiparis, standar

minimal jumlah arsiparis dan penyediaan jaminan
kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3], diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupali.

Bagian Kedelapan

Prasarana dan Sarana
Pasal 26

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarans dan sarana
kearsipan di Daerah.

Pengembangan prasarana dan sarana scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
standar kualitas dan spesifikasi menurut dengan ketentuan

perafuran perundang-undangan.
Pasal 27

Pencipla Arsip dan Lembapa Kearsipan Daerah, wajib
menycdiakan prasarana dan sarana kcarsipan sesual

dengan standar kearsipan.

(2] Pengembangan......
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Prasarana dan sarana kcarsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melipuli gedung, ruangan dan peralatan.
Persyaratan prasarana dan sarana scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengatur lokasi, konstruksi dan tata
ruangan  gedung, ruangan penyimpanan arsip seria
spesifikasi peralalan pengelolaan arsip.

Ketentuan mengenai persyarafan prasarana dan sarana
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebin

lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 28

Arsip yang tercipta dari kegialan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang dibiavai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dinyatalkan sebagai arsip milik Daerah.

(1)

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenpggarakan perlindungan dan
penyelamatan arsip baik terhadap arsip vang keberadaannya
di dalam maupun di luar Daerah.

Pemerintah Daerah memberikan  perlindungan dan
penyelamatan arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
vang berkaitan dengan sejarah, pemerintahan,
kependudukan, kewilayahan, perbatasan dan masalah-
masalah Pemerintahan Daerah yang strategis.

Pemmerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan
penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2] dari bencana alam, bencana sosial, tindakan
kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur
sabotase, spiondase dan terorisme.

Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan
dikoordinasikan oleh Lembaga Kearsipan Daerah, Pencipta
Arsip dan pihak terkait.

{5} Perlindungan...
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[3) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang

(1}

2)

(1)

(3]

tidak dinyatakan scbagai bencana nsasional dilaksanakan
oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah yang
herkoordinasi dengan Perangkal Daerah yang melasksanakan

tupas dan fungsi penanggulangan bencana Daeraly,
Pasal 30

Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran
suatu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga
Pendidikan, Organisasi Politik dan QOrganisasi
Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan
untuk melakukan upaya penvelamatan arsip.

Upaya penvelamatan arsip sebagai akibat penggabungan
dan/atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oich Lembaga Kearsipan Daeral sesual dengan

kewenangarn.

Bagian Kesepuluh

Kcrja Sama
Fasal 31

Lembaga Kearsipan Daeran dapat melalkukan kerja sama
dengan Pencipta Arsip dan Pemerintah Daerah lainnya.
Dalam hal penyclamatan arsip pemilihan umum, Lembaga
Kearsipan Daerah melakukan kerja sama dengan Komisi
Pemilihan Umum dalam penyimpanan arsip statis
penyelenggaraan  pemilihan  umunm  anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serla pemilihan Bupat dan Walkil
Bupati.

Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan
pemberian hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan
Pemerintah Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah melakukan
keria sama dengan Perangkat Daerah terkaif, penerima
hibah, penerima bantuan sosial atau penerima bantuan
keuangan dalam penyimpanan arsip statis penyelenggaraan

kegiatan tersebut.

(4] Kerjasama...
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(4] Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keschbelas

Pendanaan
Fasal 32

(1) Pendanaan Penyelenggaraan kearsipan di Daerah bersumber
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
¢, Sumber lain vang sah dan tidak mengilkat.

(2] Penyusunan perdanaan program penyelenggaraan
kearsipan di Daerah menjadi tanggung jawab Lembaga
Kearsipan Daerah dan unii kearsipan pada Pencipta Arsip
sesudl dengan Kewcnanganya.

(3) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan DBUMD
mengalokasikan pendanaan untuk pengelolaan kearsipan.

Pasal 33

(1) Pendanaan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip
akibal bencana menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan
Daerah dan Pencipta Arsip.

(2) Pendanaan  penyelenggaraan  kearsipan  scbagaimana
dimaksud pada avat (1), meliputi pencegahan kerusakan
arsip akibat bencana serta penyelamatan dan pemulihan
arsip akibat bencana.

(3) Pendanaan dalam perlindungan dan penyclamatan arsip
sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) dan avat [(2),
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

Lembaga Kearsipan Daerah dapat mengalokasikan pendanaan
untuk penghargaan dan/atau imbalan kepada anggota
masyarakat atau lembaga yang berperan aktf dalam kepiatan
perlindungan dan penyelamatan arsip serta penyerahan arsip

statls,
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BAB IV
PENGIEELOLAAN ARSIP DINANMIS

Bagian Kesatu

Lmitm

Pasal 35

Pengelolaan arsip dinamis wajib dilaksanakan aleh
Perangkal Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga
Pendidikan, OTEATIISAS] politik dan OTEANISAS]
kemasyaraiatan.

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
1] dilaksanakan untuk menjamin kelersediaan arsip dalam
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akunrabilitas
kinerjs dan alat bukl vang sah.

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayal
{1) meliputi:

a. penciplaan arsip;

b. penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis; dan

¢, penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada avat

(1} dan ayvat (2) dilaksanakan dengan suatu sistem kearsipan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis

Paragraf 1

Penciptasan Arsip
Pasal 36

Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) huruf & meliputi kegiatan:

a. pembuatan arsip; dan

b. penerimaamn arsip.

Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas,
klasifikasi arsip, serta sistemn klasifikasi keamanan dan

alcses arsip.

(3) Ketentuan. .
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(3) Ketentuan mengenai tata naskah dinas, klasifikasi arsip,
serta sistem klasilikasi keamanan dan akses arsip, diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggunaan Arsip Dinamis
Pasal 37

(1} Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan
Pencipta Arsip.

(2] Ketersedizan dan auicntisitas, arsip dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tangsung jawab Pencipta
Arsip.

(3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap
ketersediaan, pengelolaan, penyajian arsip vital, dan arsip
alctif.

(4] Pimpinan unil kearsipan bertanggung jawab terhadap

ctersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk
kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.

(5] Dalam ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip

dinamis dapat dilakukan alih media.
Pasal 38

(1] Pejabat yang bertanggung jawab dalam keglatan
kependudukan, kewilayahan, perbatasan, kepulauan,
perjanjian inlernasional, kontrak karya dan masalah
Pemerintahan Daerah vang strategis wajib memberkaskan,
melaporkan dan menyerahkan arsipnya kepada Lembaga
Kearsipan Dacrah.

(2) Pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud
pada avat (1], wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun
sejak terjadinya kegiatan.

(3] Arsip yang tercipta pada Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan pada Lembaga
Kearsipan Daerah dalam bentuk salinan autentik dari

riaskah asli paling lama 1 (satu} tahun.

(4) Ketentuan. ...
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Ketenluan mengenal tata cara pemberkasan, pelaporan dan
penyerahan arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupali.
Pasal 39

Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsip,

Penutupan atas arsip scbagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum

dapal:

a. menghambat proses penegakan hukum;

b. mengganggu kepentingan perlindungan hak keckayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha ldak
sehat:

c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. merugikan ketahanan ekonomi daerah;

e. merugikan kepentingan politik di Daerah;

f. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat sescorang kecuali
kepada vang berhalk secara hukurmn;

mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

oo

h, mengungkapkan memorandum atau surat-sural yang
menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiman arsip tertutup

sebagaimana dimaksud pads ayal (1)

Pencipla Arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan

standar pelayvanan minimal serta menyediakan fasilitas

untuk kepentingan pengguna arsip.

Paragrafl 3

Pemeliharaan Arsip Dinamis
Pasal 40

Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan uniuk menjaga
keautentikan, keutiuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melipuri:

4. pemeliharaan arsip vital;

b. arsip aktif dan arsip inalktif;

c. baik......
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c. baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun
Arsip umum.
(3] Pemeliharaan arsip dinamis dimaksud pada ayal (2)
dilakukan melalui kegiatan:
a. pemmberkasan arsip aktif;
b. penataan arsip inaktif;
. penyimpanarn arsip; dan

. alith media arsip.
Pasal 41

(1) Pemeiiharazn arsip aktif, dilakukan melalui kegiatan
pemberkasan dan penyimpanan arsip.
(2) Pemeliharzan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan

penataan dan peIyimpanar.
Pasal 412

Ketentuan mengenal penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan
arsip dintamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai

dengan Pasal 41, diatur lebih lanjut calam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Pemberkasan arsip aktil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap arsip yang dibuat
dan diterima,

(2) Pemberkasan arsip aktil scbagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.

() Pemnberkasan arsip aktif pada ayat (2) menghasilkan
tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar
arsip.

(4) Daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3] terdiri

atas daftar berkas dan isi berkas,
Pasal 44

(1] Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3] huruf b, dilakukan berdasarkan asas asal-usul

dan asaz aturan asli,

(2) Penataan......
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Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dan unit pengalah

schagaimana dimaksud padea ayal (1) dilaksanakan melalui

a. pengataran fisik arsip:

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. penyusunan dallar arsip

Daftar arsip inaktif disusun oleh unit pengolah setiap tahun
an disampaikan kepada unit kearsipan disertal berita acara

pemindahan,
Pasal 45

Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
avat [3) huruf ¢ dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif
vang telah disusun dalam daliar arsip.

Penvimpanan arsip aktif dan inakrif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik
dan informasi arsip sclama jangks wakiu penvimpanan arsip

berdasarkan JRA atau nilai guna.
Pasal 46

Arsip dinamis dapat dilakukan alih media sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Allh media arsip sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan media sesual
dengan kemajuan teknologi informmasi dan komunikasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47

Alih  media arsip dinamis dilaksanakan dengan
memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.

Alih  media sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
menghasilkan arsip dinamis dalam bentuk dan media
elekironik danfatau media lainnya sesuai dengan aslinya.
Arsip vang dialihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan hulktum berdasarkan ketentuan peraturan

perindang-undangan.

(4) alih media.,....
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(4) Alih media arsip dinamis diautentikasi oleh pimpinan

(3]

(&)

(7]

Pencipta Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang
dilekatkan atau terkait dengan arsip hasil alih media.
Pelaksanaan alih media arsip dinamis dilakukan dengan
membuat berita acara yang disertal dengan daftar arsip yang
dialihmediakan.

Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat
bukti yang sah scsuai ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Daftar arsip dinamis vang dialihmediakan paling sedikit
remuaat:

a. Pencipta Arsip;

b. nomor urut;

¢. jenis arsip;

d. jumlah arsip; dan

¢, kurun waktu.

Pasal 48

Ketentuan mengenal tata cara pemberkasan dan pembuatan

arsip aklif dan arsip inaktf diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupali.

(1)

(2]

(3)

()

Paragral 4

Penyusutan Arsip
Pasal 49

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf ¢, dilaksanakan cleh Pencipta Arsip.

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA dengan
mermperhatikan kepentingan Penicipta Arsip serta kepentingan
masgyarakat, bangsa dan Negara.

Peranglkat Daerah, BUMD dan Lembaga Pendidikan wajib
memililel JRA.

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupat
setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia.

(5} Ketentuan...
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(5) Ketentuan mengenai JRA, diatur lebih lanjul dalam Peraturan

Bupati.
Fasal 50

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)

huruf ¢, meliputt:

a. pemindahan arsip ingktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

b. pemusnahan arsip yang telah habis rctensinya dan tidak
memiliki nilai guna dilaksanakan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

¢, penyerahan arsip stats oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga

Kearsipan Dacrah.
Pasal 31

(1) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf a. dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan
media arsip.

(2) Pemindaharn arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui;

a. penyeleksian arsip inaktif,

b. pemnbuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan;
¢. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan

d. dibuatkan berita acara pemindahan arsip inaltil,

(3] Daltar arsip inaktif sehagaimana dimaksud pada ayvat (2) hurufl
b, paling sedikit memuat :

a. Peneipta Arsip;
b. unit pengolah;
. Tomor arsip;
d. kode klasifikasi;

e. uUraian informasi arsip,

(]

f. kurun wakiu;
g. jumlah; dan
h. keterangan.
(4] Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

(2] Pelaksanaan...
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Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan penandatanganan berila acara
dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.

Berita. acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (3] ditandatangani oleh

pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.
Pasal 52

Pernusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf b, dilakukan terhadap arsip vang:

a. lidak memiliki nilai guna;

b. telah habis retensinya dan berkelerangan dimusnahkan
berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;
dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.,

Dalam hal arsip belum memenuhi semua  Kelentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1], retensinya ditentukan

kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1] wajib

dilaksanakan sesuail dengan prosedur yang benar.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1] dan

ayat (2] menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip yang

bersangkutan.

Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah

Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah, Perangkat Daerah

vang mempunyai tugas pokok fungsi di bidang hukum dan

pengawasan.

Pasal 53

Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga
Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik dan Organisasi
Kemasyarakatan berkewajiban menyerahkan arsip statis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf ¢ kepada
Lembagn Kearsipan Daerah.

Penyerahan arsip staris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap arsip yang:

a. mermiliki...
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a. memiliki nilai guna kesgjarahan;

b. telah habis relensinya; dan/atau

¢. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA atau nilai guna.
(3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

menjadi Langgung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
Pasal b4

{1} Arsip statis yang diserahkan clch Pencipra Arsip kepada
Lembagza Kearsipan Daerah harus merupakan arsip yang
autentik, terpercayva, utuh dan dapat digunakan,

(2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik, maka
Pencipta Arsip melakukan autentikasi.

(3] Apabila Pencipta Arsip tidak melakokan autentikas
sebagaimana dimalesud pada ayat (2) Lembaga Kecarsipan
Daerah bernzlk menolak penverahan arsip statis.

(4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui pencipranva,

autentikasi dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
Pasal 55

Lembaga Kearsipan Daerah mengkeoordinasikan pelaksanaan

penyusutan arsip di Daerah.

Paragraf 5 (3) Penyerahan......

Program Arsip Vital
Pasal 56

(1) Pemeliharaan arsip vital dilakukan dengan menyusun prograimn
arsip vital.

(2) Perangkat Dacrah, Pemerintah Desa, BUMD dan Lembaga
Pendidikan wajib membuat program arsip vital.

(3) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan:
a. identifikasi,
b. perlindungan dan pengamanar; dan
c. peryelamatan dan pemulihan.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital
scbagaimana dimaksud pada syat (1), avat [2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V...
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BAB V
PENGELOLAAN ARSIP 5TATIS

Bagian Kesatu Umum
Pasal 57

Pengelolaan arsip statis dilakukan cleh Lembaga Kearsipan
Daerah.

Pengelolaan arsip statis sebagaimana pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip scbagai
pertanggungjawaban daerah bag kehidupan bermasyarakat,
herbangsa dan bernegara.

Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
meliputi:

a. akuisisi arsip statis;

b. pengolahan arsip stalis,

C. prescrvasi arsip statis; dan

d. akkses arsip statis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1

Alkuisisi Arsip Statis
Pasal 58

Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan akuisisi arsip statis
schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a darn
Pencipta Arsip.

Akuisisi arsip statis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputri arsip statis yang telah diverifikasi sccara langsung
maupun tidak langsung.

Dalam melakukan akuisisi arsip statis, Lembaga Kearsipan
Daerah wajib membuat DPA yang meliputi arsip sebagaimanea
dimaksud pada ayat (2), dan menyampaikannya kepada
Pencipta Arsip.

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:

4 pencipta......
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. Pencipta Arsip,;
. OIMOr arsip;
kode klasifilkasi:

Al B

. uraian informasi arsip;

e. kurun walkfi;

f. jumlah arsip; dan

g. keterangan,

Setiap Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa , BUMD,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik Dan
Organisasi Kemasgyarakstan serla perorangan yang memiliki
atall menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib menyerahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah
herdasarkan syaral-syarat vang ditetapkan dalam

pengumumnan DPA.

Pasal 59

Pelaksanaan akusisi arsip statis schagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar
arsip statis.
Berita acara scrah tcrima arsip statis sebageaimena dimaksud
pada avat (1) ditandatangani oleh Kepala Lembaga Kearsipan
Duerah dan pimpinan Pencipta Arsip, perseorangan atau pihak
vang mewakili.
Berita acara serah terima arsip slatis scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] paling sedikit memuat:
a. wakou serah terima;
b. Lempat;
c. jumlah arsip;
d. tungeung jawab dan kewajiban para pihak; dan
e, tanda tangan para pihak.
Daftar arsip stalis scbagaimans dimaksud pada ayat (1]
disusun oleh Pencipta Arsip yang paling sedikit memuat:
a. Pencipta Arsip;
. nomor arsip;

. kode klasifikasi:

. Uraian informasi arsip;

c

d

e kurin wakt;

f. jumlah arsip; dan
g

. Keterangan.

Paragraf 2...
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Paragral 2

Pengolahan Arsip Slatis
Pasal 60

Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (3) hurut b, dilaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan
asas aturanasli.

Pengolahan arsip statis schagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis.
Pengolahan arsip slatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilaksanakan melalui:

a. menata informasi arsip statis;

b. menala fisik arsip statis; dan

¢. penyusunan sarana bantu penemusan kembali arsip stalis.
Saranz bantu penemuan kemball arsip statis sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3) huruf ¢ meliputi guide, dafrar arsip
staris dan inventaris arsip.

Daftar arsip statis schagaimana dimaksud pada ayat (3] paling
sedikit memuat:

a. Penicipta Arsip;

, TIOMOT Arsip;

o o

. kode klasifikasi;
. raian informasi arsip;
. karun waktu;

jumlah arsip;dan

g bEmah UER

. kelerangan.

Paragraf 3

Preservasi Arsip Statis
Pasal 61

Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) huruf ¢ dilaksanakan untuk menjamin keselamatan
dan kelestarian arsip statis,

Preservasi arsip statis sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilakulean secara preventif dan kuratif,

Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan dengan:

f. penyimpanarn;

b, pengendalian hama terpadu;

c. reproduksi......
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c. reprodulkst; dan
d. perencanaan menghadapi bencana.

Preservasi arsip statis dengan cara kuratilf sebapaimansa
dimaksud pada ayvat (2) dilakukan melahil perawatan arsip
statis dengan memperhatikan keutuhan informasi wvang

dikandung dalam arsip statis.
Pasal 62

Pelaksenaan preservasi arsip statis melalui penyimpanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 avat (3) huruf s,
dilaksanakan dengan penyediaan prasarana dan sarana sesual
dengan standar yang ditentukan.

Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui pengendalian hama
terpadu sebagaimana dimalesud dalam Pasal 61 ayat (3] huruf
b, dilaksanakan dengan pcncegahan, pembasmian jasad renik
den organisme perusak arsip.

Pelaksanaan preservasi arsip statis melalun  reprodoksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3] hurul g,
dilaksanakan dengan melakukan alih media.

Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui perencanasn
menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (3) huruf d, dilaksanskan dengan perlindungan dan

penyelamatan arsip dari beneana.
Pasal 63

Alih media arsip statis scbagaimna di maksud pada pasal 62
ayat (3), dilaksanaskan dengan memperhatikan kondisi arsip
dan nilal informasi,

Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
arsip stalis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau
media lainnya sesuai dengan aslinya.

Arsip statis yang dislihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

Arsip statis yang dialibmediakan tetap disimpan untul
kepentingan hulkum, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(5) Alih media......



(5) Alih media arsip statis dinutentikasi oleh pimpinan Lembaga
Kearsipan Daerah dengan memberikan tanda tertentu vang
dilekatkan atau terkait dengan arsip hasil alih media.

(6) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan
membuat berita acara vang disertai dengan daftar arsip vang
dialihmediakan.

(7] Berita acara alih media arsip statis paling sedikit memuat:

waktu pelaksanaan;

. tempat pelaksanaan;

jenis media;
. jumlah arsip;
keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;

keterangan proses alih media yang dilakukan;

W MO Aan T oD

pelaksanaan; dan

h. penandatanganan oleh pimpinan lernbaga kearsiparn.

Paragraf 4

Aleses Arsip Statis
Pasal 64

Akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)
huaraf d, dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan,

pendayagunaan dan pelayanan publik.

Pasal 65

(1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip
difasilitasi oleh Lembaga Kearsipan Dacrah.

[2) Untuk emiasilitasi kepentingsn akses arsip  statis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan
Daerah menyediakan prasarana dan sarana.

(3) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis;
dan

b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

{4) Akses arsip......
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(4] Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan secara rmanual dan/atau elektronik.
Pasal 66

(1) Apabila akses terhadap arsip siatis yang berasal dari Pencipta
Arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesyai
dengan persyaratan dari Pencipta Arsip yang memiliki arsip
tersebul.

(2] Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangarn.
Fasal &7

Ketentuan mengenai alkuisisi, pengolahan, preservasi dan akses
arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan

Pasal 66 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupali.

BAB VI
AUTENTIKASI ARSIP

Fasal 68

(1} Autentikasi arsip slatis dilakukan terhadap arsip statis
maupun arsip hasil alih mediz untuk menjamin keabsahan
arsip.

(2) Autentikasi terhadap arsip staris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

(3] Kelentuan mcngenai autcntisitas arsip statis yang tercipta
secara elekironik dan/atau hasil alih media sebagaimans
dimaksud pada ayat (1] harus dapat dibuktikan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faszal 69

{1) Lembaga Kearsipan Daerah herwenang melakukan autentikasi
arsip statis dengan dukungan pembuktian,

(2) Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian
dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas
penetapan autentisifas suatu arsip statis, Lembaga Kearsipan
Daerah harus didukung peralatan dan teknologl yang
memadai.



T

(3) Dalam hal menetapkan autentisilas terhadap arsip hasil alih
media scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Kearsipan Daerah dapat berkoordinasi dengan pihak yang
mempunyai kemampuan dan kompetensi.

BAB VII
LAYANAN KEARSIPAN

FPasal 70

(1) Lembaga Kearsipan Dacrah melaksanakan layanan kearsipan.
(2) Jenis layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. konsultasi dan asistensi;
b. penclitian dan penelusuran;
. pembenahan dan penataan arsip;
. pengegandaarn dan alih media;
. peminjaman arsip;

o oL 0

DERVINpaAnan arsip;

. perawatan dan reprodulksi arsip;

o

=

-publikasi arsip; dan
i. himbingan dan pelatihan kearsipan.

(3] Layanan kearsipan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikenakan restribusi

(4) Pengenaan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.

BAE VIII
ORGANISASI PROFESI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesana

Organisasi Profesi
Pasal 71

(1) Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi di daerah.

(2] Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal organisasi profesi arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Kedua ......



(1)

(2]

(3)

(3

gl

Bagian Kedua

Peran Serta Masvarakat
Pasal 72

Masyarakat dapat berperan scria dalam penyclenggaraan

kearsipan di Daerah.

Peran scrta masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

divujudkan dalam ruang lingkup vang meliputi

a. pengelolzan;

b. penyelamatan;

C. PENEEUNALAT arsip;

d. penyediaan sumber daya pendukung; dan/atau

e. penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan.

Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan arsip siatis kepada Lembaga Kearsipan
Daeran;
b. melindungi dan menyelamatkan arsip dan  {cmpat
penyimpanan arsip dari bencana alam dan bencana sosial;
¢. pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesual
dengan prosedur vang benar;

d. mengealang dan/atau  menyumbangkan dana untuk
penyelenggaraan kearsipan;

e. menjadi sukarelawan dalam pengelolzan dan penyelamatan
arsip sesuai dengan kompetensi vang dimilikinya; dan/atau

[. menyclenggarakan bimbingan teknis kearsipan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
Fencipta Arsip, arsiparis dan tenaga kearsipan yang berprestasi
dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan
penyelamatan arsip.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang
berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan.

(4) Penghargaan......



(<)

(2)

(3)

ST

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) diberikan
dalam bentuk :

4. plagamn;

b. bantuan sarana kearsipan; dan

¢, uang pembinaan.

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAE X
SANKSL ADMINISTRATIF

Pasal 74

Pejabalt dan/atan pelaksana vang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 gyat (2], Pasal 38 ayart

(1), ayat (2] dan ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 56 ayat (2] dan

Pasal 58 avat (3), dikenal sanksi yang bersifat mengembalikan

pada keadaan semula dan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1)

berupa :

a. teguran tertulis;

b. penghentian scmentara kegiatan;

c. penghentian letap kegialan;

d. pencabutan sementara izin;

g. pencabutan tetap izin;

[. denda administratif; dan/atau

g. sanksi administratif lain sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undanpgan.

Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan,

pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimalksud pada ayat

(1] dikenal sanksi administratif berupa penundaan kenaikan

gajl berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan

perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana

sebagaimana dimaksud pada avat (3] dikenai sanksi

administratif berupa :

a. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu)
tahun;

b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu] tahun; dan

c. pembebasan dari jabatan.

BAB XI......
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7o

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada rangeal diundanglan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran

Daerah Kabupalen Bojonegoro,

Ditetaplan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

BUFATI BOJONEGORO,
tid.

SETYQO WAHONOQO
Diundengkan di Bojonegoro

pada tanggal 6 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH EABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
HEP BAGIAN HUKUM,

£

TEGUH WIBOWO, SH.,M.H.
Pembina Tingleat
NIP. 19750921 200312 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 44-4 /2025,
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOER 2 TAHUN 2025

TENTANG
KEARSIPAN

UMUM

Arsip adalah rekaman kepiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
kormunikasi vang dibuat dan diterima oleh organisasi dan perseorangan
dalam pelaksanazan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Arsip yang tercipta harus dapal menjadi sumber inforimasi, acuan dan

bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam upaya mewnjudkan penyelenggaraan pemerintahan yvang
baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
mewajibkan pemerinigh  menunjukkan tanggung jawabnya dalam
penyelengearaan, peneiptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip vang
tercipta dari  kegialan-kegialannya. Penyelenggaraan kearsipan dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh

sumbcr daya manusia, prasarana dan sarana scrta sumber daya lainnya.

Sebagal upaya untuk mewwjudkan pertanggungjawaban tersebul,
Permerintah Kabupaten Bojonegoro melahii Lembaga Kearsipan Dacrah
berkewajiban menyelenggarakan pembinaan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pembinaan dimalksudkan agar setiap
institusi menjalankan pengelolan arsip dinamis secaras optimal berdasarkan
pedoman yang berlaku, schingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat

dan dalam waktu relatf singkat.
Lembags Kearsipan Daerah  berkewajiban pula  melakukan
pengelolaan arsip statis yang efisien, efektif dan sistemaris. Proses tersebut

meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendavagunaan

dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Peraturan......



Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menggariskan
ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan. Sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Pemerintah
terschut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kearsipan di Kabupaten Bojonegoro untuk menjamin kepastian hukum
dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang
tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jclas,
Pasal 2
Yang dimaksud dengan *memberikan kepastian hukum” adalah
bahwa Peraturan Daerah ini memberi landasan hukum bagi semua
aktivitas penvelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian
serta rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan arsip yang
autentile dan terpercava sebagail alal bukti yang sah” adalah
bahwa penyelenggaraan kcarsipan harus dapat menjamin arsip
scbagal rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat
disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan
terpercaya, schingga dapat berfungsi sebagai alal bukti yang
sah  maupun dapat menjadi sumber informasi dalam
pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
Yang dimaksud dengan “arsip yang autentil” adalah arsip yang
memniliki strukiur, ist, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi
pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan
diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau

kewenangan sesuai dengan 1si informasi arsip.
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Yang dimaksud dengan “arsip terpercaya” adalah arsip yang
isinva dapat dipercaya penuh dan akurat karena
merepresciitasikan sccara lengkap darl suatu  tindakan,
kegiatan atau fakta, sehingga dapar diandalkan untuk kegiatan

selanjutnya.
Huruf

Yang dimaksud dengan “pengelelaan arsip yang andal” adalah
pengelolaan arsip vang dilaksanakan berdasarkan sistem yang
pengelolaan arsip vang dilaksanakan berdasarkan sistem yang
marnp menampung dan METES 0TS kebutuhan
perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip vang andal
memiliki kemampuan: menjaring atau mcnangkap (capture)
semua arsip dari seluruh kegiatan vang dihasilkan arganisasi;
menata arsip dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan
arganisasi; melindungi arsip dari pengubzahan, pengurangan,
penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak
berwenang; menjadi sumber utama informasi secara rutin
mengenai  kegiatan yang lerekam  dalam  arsip; dan
menvediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta

metadatanya.
Huruaf d

Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat melipufi:
halk sosial; hale ckonomi; hak politik dan lain-lain yang
dibuktikan dalam arsip misalnva sertifikal tanah, jazah, surat
nikah, akta kelahiran, kartu penduduk, data kepcndudukan,

surat wasiat, dan surat izin usaha.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “mendinamiskan penyelenggaraan
kearsipan nasienal” adalah bahwa dengan adanya sistem yang
komprehensif dan terpadu penvelenggaraan kearsipan menjadi

lebih dinamis dan terarah.

Hurnftf .



Pasal 4

Huruf

Yang dimaksud dengan “menjamin keselamatan dan keamanan
arsip” adalah bahwa arsip baik secara fisik maupun
informasinya harus dijaga keselamatan dan keamanannya,
sehinpga tidak mengalami kerusakan atau hilang Arsip perlu
dijaga kerahasiaanye dari pengaksesan oleh pihak yang tidak
berhak, karena arsip merupakan buktl perfanggungjawaban

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aset daerah” adalah kekayvaan dacrah
dan masyarakat baik sccara skonomi, sosial, politik, budaya,
maupun aspek kehidupan lain vang terekam dalam arsip
scperti  daftar  keksyvaan daerah  maupun  bukti-bukitl

kepemilikan vang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kualitas pelayanan
publik” adalah penvelenggaraan kearsipan yang komprehensif
dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang
profesional serla prasarana dan sarana yang memadal akan
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan
arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual,

utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalab
penyelenggaraan  kearsipan  dilaksanakan  berdasarkan
landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan
penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas
supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang
berlalou.

Hugubbi iz



Hurul b
Yanp  dimaksud dengan asas  “keautentikan  dan
kelerpercayaan” adalah penyvelenggaraan kearsipan harus
berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan

arsip schingga dapat digunakan sebagai bukt dan bahan

akuntabilitas.
Hurufc
Yang dimaksud dengan asas “keutuhan”  adalah

peryelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip
dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan
informasi maupun fisiknya vang dapat menggangu
keautentikan dan keterpercayaan arsip.
Yang dimaksud dengan asas “asal-usul” asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan
pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip yang
berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat
pada konieks penciptaannya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “aturan asli” asa yang dilakukan
untuk menjaga arsip letap ditata sesual dengan pengaturan
aslinva (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika
arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta
arsip.

Huruf £
Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah
penvelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan
keamanan arsip dari kemungkinan kcbocoran —dan
penyalahgunaan informasi oleh pengeuna yang tidak berhak.
Yang dimaksud dengan asas “keselamatan® adalah bahwa
penyelengparaan  kearsipan harus dapat menjamin
tersclamatkannysa arsip dari ancaman babaya bailk yang

disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia,



Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber
daya manusia yvang profesional vang memihki kompetens: di
bidang kearsipan.

Huruf h
Yang dimaksud asas “keresponsifan” adalah penyclenggara
kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan
maupun masalah  lain yang berkait dengan kearsipan,
khususnya bila teriadi suatu sebab kehancuran, kerusakan
atau hilangnya arsip.

Huruf i
Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan® adalah
penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipas) atau
kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan
perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam
penyelenggaraan Kearsipan antara  lain  perkembangan
teknologl informasi, budaya, dan ketatanegaraan,

Huruf
Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah
periyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk
peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan  arsip
sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan
kegiatan dan peristiwa yang direkam,
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat

bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hurmaf m......



Huraf m

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas®™ adalah
penyelenggaran kearsipan harus dapat memberikan
kemudahan, ketersediaan, dan |keterjangkauan bagi

masyarakat untuk memanfaatikan arsip.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah
penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan

memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Pa=al &

Cukup jelas.

Paszal &

Cukup jelas.

Pasal ¥

Cukup jelas.

Pasal &

Cukup jelas.

Pasal &

Culaup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pa=zzl 11

Culkip jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pusal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16
Huruf a
Untuk efisicnsi dan efektivitas pengelolaan arsip inaktif di
Pemerintahan Dasrah, Lembapa Kearsipan Daerah hanya
bertugus mengelola arsip inaktif yang memiliki relensi paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun yvang berasal dari perangkat daerah
dan penvelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk arsip
inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepulub) tahun
pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab unit kearsipan
di setiap perangkat daerah dan  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Hurual b
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Avar (1)

Cukup jelas.

Aval (2)
Cukup jelas.
Aval (3]

Yang dimeksud dengan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip
Dinamis adalah pedoman vang diberlakukan bagi pencipta arsip
sebagai panduan dalam melakukan pembuatan Kklasifikasi
keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, serta
pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis yang disusun sebagai dasar
untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik

terhadap akses arsip.

Avat (4)

Culaup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Avat (1]
Cukun jelas.
Avat (2]
Cukup jelas
Avat (3]
Hurui a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf 4

Sumber daya manusia Non Pegawai Negeri Sipil adalah pcgawal non

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan

diangkat dan ditugaskan secara penuh unmuk melaksanakan

kegiatan kearsipan di pencipta arsip sesual dengan peraluran

perundangan.
Avat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culeup jelas.



Ayat (6]

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Aval (2]

Yang dimaksud dengan “standar kualitas dan spesifikasi prasarana dan

sarana kearsipan” adalah ketentuan standar tentang kualitas, bhan,

bentuk, ukuran, jenis, den lain-lain vang dijadikan acuan atau

pedoman dalam pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana

kearsipan.

Pazal 27

Avat (1]

Culkup jelas.

Ayat (2]

Gedung, ruangan, dan peralatan yang digunakan untuk mengelola

arsip dinamis maupun arsip statis dalam berbagai bentuk dan media,

seperti:

a. Penyimpanan arsip aktif;

g.
h.

. Penvimpanan arsip inaktif:
yiump P j

Penyimpanan arsip statis;

. Peralatan kearsipan;

. Gedung penyimpanan arsip,;

Penvimpanan arsip vital,
Penyelamalan arsip; dan

Sistem jaringan informasi dan komunilkasi.

Avat (3)

Cukup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28......



Pasal 28
Yang dimaksud “arsip milik dacrah” adalah arsip yang berasal dari
lembaga daerah, pemerintahan dacrah, pemeirntahan desa, lembaga
pendidikan dacrah, BUMD, termasuk arsip vang dihasilkan dari semua
kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak vang didanm oleh sumber
dana daerzh.
Pasal 29
Avat (1)
Dalam melindungi dan menyelamatkan arsip daerah yang
keberadaannya di luar daerah, Lembaga Kearsipan Daerah melakukan
upaya-upeva dengan melibatkan masvarakat/plhak yang terkait
dengan arsip tersebut.
Avat (2]
Culkup jelas.
Avat (3)
Culkup jelas.
Aval (4)
Yang dimaksud dengan “kegialan pelindungan dan penyelamatan
arsip” adalah Lembaga Kearsipan Daerah berkoordinasi dengan
lembaga lain vang terkait sesual dengan fungsi dan tugas instansi
rerkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penvelamatan arsip akibat bencana mengikuti mekanisme yang telah
diatur dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.,
Avat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6]
Culoup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Culkup jelas.
Pasal 32
Culkup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
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Culkup jelas.

e
Pasal 36

Culkup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culkup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Untuk kepentingan perlindungan politik daerah penutupan akses
dapa‘.t d.ai&kuka:l oleh penerpta ars:Lp Sﬁfﬂﬂlﬂﬂl}f& penclpta -arslg 'gang




Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Arsip terjaga, didalamnya termasuk arsip aget.
Pasal 41
Avat (1)
Permberkasan dan  penyimpanan  arsip  aktil dalam  rangka
perneliharasn arsip aklif dilakukan dengan menggunakan prasarana
dan sarana Kearsipan.
Avat (2
Penataan dan penyimpanan arsip dalam rangka pemeliharaan arsip
inaktif dilakukan dengan menggunakan prasarana dan sarana
kearsiparn.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Avart {1)
Pemberkasan arsip dilakukan sctelah arsip tersebut dircgistrasi dan
didistribusikan.
Avar (2]
Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penataan
arsip untuk mendukung akses, dan pemanfaatan arsip serta
penyusularn arsip. '
Avart (3
Culkup jelas.
Ayart (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Avat (1)
Yang dimaksud denpan “asas asal usul® adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satukesatuan pencipta
arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari
pencipta arsip lain, schingga arsip dapat melekat pada konteks
penciptaannya. Yang dimaksud dengan “asas aturan asli” adalah asas
vang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan
pengaturan aslinya (original order] atau sesuai dengan pengaturan
ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta
Arsip.

Avat (2)......



Ayat (2)
Pengaturan [isik, penpolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar
arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penemuan kembali.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)

Penyimpanan arsip aktif dilakukan pada sentral arsip aktifalau central

file, sebagal tempat penyimpanan arsip aktf yang dirancang untuk

penvimpanan arsip secara cfisien, efektif, dan aman. Penyimpanan
arsip inaktif dilakukan pada pusat arsip inakiif atau records center,
sebagai lempat penyimpanan arsip inakhi pada bangunan yang
dirancang untuk penyimpanan arsip.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik, mengoperasikan

sistern kearsipan eleklronik vang memenuhi persyaratan minimum

scbagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sccara utuh sesuai dengan masa retensi vang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. dapal melindungi ketersedinan, keutuhan, keautentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elekironik dalam
penyelengparaan sistem elekironik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
penyelenggaraan sistem elcktronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan
dengan bahasa, informasi, atal simbel yang dapat dipahami oleh
pihak wyang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem
elektronik tersebut; dan

e, memnlild. .. ...
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¢, memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk,
Pasal 47
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Aval (4)
Yang dimaksud dengan “memberikan tanda tertentu” adalah
memberikan paral atau tanda tangan secara manual atau elektronik
terhadap arsip hasil alih media,
Avat (3]
Cukup jelas.
Avat (D)
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Puasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Avat [3)
JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantit.
JRA Fasilitatif adalah JRA yang berigi jangka waktu penylmpanarn atau
retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
[asilitatif antara lain  keuangan, kepegawaian, kehumasan,
perlengkapan, ketatausahaan, dan sebagainya,
JREA substantif adalah JRA vang berisi jangka waktu penyvimpansn
atau retensi darl jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau
fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan
tugasnya.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal B0
Culkup jelas.
Pasal 51
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pembuatan daftar arsip inakil yang dipindahkan meliputi daftar
berkas dan daftar i1si berkas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup ialas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Aval (6)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Culkup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayatl (1)
Pemeliharaan arsip vital menjadi kesatuan dengan sistem pengelolaan

arsip aknf.



Avat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4
Cukup jelas,

Pasal 57
Cukup jelas.
Pazal 538

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “akuisis] arsip statis” adalah penyeraban atas
hak pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan,
Alcuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, pembelian, tukar
menukar, dan kegiatan lain vang mengakibatkan adanya penambahan
khazanah arsip. Dalam rangka melenglkapi khazanah tentang rekaman
peristiwa  tertentu dapat dilakukan melalu kegiatan wawancara
sejarah lisan.
Akuisizi dilakukan berdasarkan strategi akuisisi dan kriteria arsip
statis,
Yang dimaksud dengan “verifikasi secara langsung” adalah verifikasi
terhadap arsip-arsip statis yang tercantum di dalam JRA yang
berketerangan dipermanenkan.
Yang dimaksud dengan “verifikasi tidak langsung’ adalah verifikasi
terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA letapi memiliki nilai
guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat [3)
Cukup jelas.



Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3
Cukup jelas.
Ayat [4)
Yang dimaksud dengan “guide” adalah sarana bantu penemuan arsip
stalis berupa uraian informasi mengenal khasanah arsip statis yang
tersimpan baik secara kesclurchan maupun tematis & lembaga
kearsipan.
Yang dimaksud dengan “daftar arsip statis” adalah sarana bantu
penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang
sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas,
kurun walktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi
arsip.
Yang dimaksud dengan “inventarie arsip® adalah sarana bantu
penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang
disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan
sejarah dan Mungsi/peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah
penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar
istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan atau
riwavat hidup untuk arsip psrseorangan, dan “konkordan” (petunjuk
perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang lama ke
dalam inventaris arsip vang baru},
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Culaap jelas,
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63......



Pagal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi arsip dan nilai informasi” adalah
bahwe dalam melaksanakan alih media arsip perlu dilakukan seleksi
arsip untuk menyatakan arsip vang kondisinya paling rusak dan nilai
inforrmasinva paling penting.
Avat (2)
Contoh media lainnya antara lainmicroform, micraftim, dan microfiches
sesuai dengan perkembangan teknaologi.
Avat (3]
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Avat (B)
Cukup jelas.
Avat (7)
Culup jelas.
Pasal 64
Yang dimaksud dengan pelayanan pubiik adalah layanan informasi
kearsipan, penitipan dan penyimpanan arsip, perawatan, wisata arsip,
alih media, penggandaan arsip, konsultasi dan asistensi.
Pasal b5
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Avat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “autentikasi arsip statis” adalah pernvataan
tertulis atau tanda wyang menunjukkan bahwa arsip statis yang
bersangkutan adalah asli atau sesual dengan aslinya.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dukungan pembuktian” adalah usaha- usaha
penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang
akan diautentikasi,
Avat (2)
Yang dimaksud dengan *kemandirian dan integritasnya” adalah
lembaga kearsipan harus menjaga netralitasnva dalam penetapan
autentisitas dan tidak menyandarkan pembuktian pada instansi
dan/atau pihak vang mempunyai kepenlingan tertentu yang dapat
mendcideral kualitas pembuktian.
Avat (3)
Cukup jelas,
Pasal 70
Cukup jelas.
Pagal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Aval (1)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah secbagian, sckelompok,
suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang
terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tdak
terhimpun dalam organisasi.
Avat (2]
Yang dirmaksud dengan “peran serta masyarakat di bidang pendidikan
dan pelatihan kearsipan” adalah masyarakat dapat membentuk
lembaga pendidikan kearsipan, baik secara sendiri- sendiri maupun

bekerja sama dengan pihak terkait.

Ayat (3)......



E'Hkup “1 elas.
Pasal 74

Cukup jelas.

Cukup jelas,




	image00001.pdf (p.1)
	image00003.pdf (p.2)
	image00004.pdf (p.3)
	image00005.pdf (p.4)
	image00006.pdf (p.5)
	image00007.pdf (p.6)
	image00008.pdf (p.7)
	image00009.pdf (p.8)
	image00010.pdf (p.9)
	image00011.pdf (p.10)
	image00012.pdf (p.11)
	image00013.pdf (p.12)
	image00014.pdf (p.13)
	image00015.pdf (p.14)
	image00016.pdf (p.15)
	image00017.pdf (p.16)
	image00018.pdf (p.17)
	image00019.pdf (p.18)
	image00020.pdf (p.19)
	image00021.pdf (p.20)
	image00022.pdf (p.21)
	image00023.pdf (p.22)
	image00024.pdf (p.23)
	image00025.pdf (p.24)
	image00026.pdf (p.25)
	image00027.pdf (p.26)
	image00028.pdf (p.27)
	image00029.pdf (p.28)
	image00030.pdf (p.29)
	image00031.pdf (p.30)
	image00032.pdf (p.31)
	image00033.pdf (p.32)
	image00034.pdf (p.33)
	image00035.pdf (p.34)
	image00036.pdf (p.35)
	image00037.pdf (p.36)
	image00038.pdf (p.37)
	image00039.pdf (p.38)
	image00040.pdf (p.39)
	image00041.pdf (p.40)
	image00042.pdf (p.41)
	image00043.pdf (p.42)
	image00044.pdf (p.43)
	image00045.pdf (p.44)
	image00046.pdf (p.45)
	image00048.pdf (p.46)
	image00049.pdf (p.47)
	image00050.pdf (p.48)
	image00051.pdf (p.49)
	image00052.pdf (p.50)
	image00053.pdf (p.51)
	image00054.pdf (p.52)
	image00055.pdf (p.53)
	image00056.pdf (p.54)
	image00057.pdf (p.55)
	image00058.pdf (p.56)
	image00059.pdf (p.57)
	image00060.pdf (p.58)
	image00061.pdf (p.59)
	image00062.pdf (p.60)
	image00063.pdf (p.61)
	image00064.pdf (p.62)
	image00065.pdf (p.63)
	image00066.pdf (p.64)

